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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian mengenai
dilema etis pekerja sosial yang disebabkan oleh kebijakan dan struktur birokrasi,
karena selama ini dilema etis lebih banyak dipahami dalam konteks klinis. Kondisi
tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan profesionalitas,
penempatan kerja, dan dukungan sistem pelayanan dalam praktik pekerjaan sosial
di lapangan. Selain itu, dinamika kebijakan pemerintah juga memengaruhi
pelaksanaan praktik pekerjaan sosial serta penyesuaian peran pekerja sosial di
lapangan. Kondisi tersebut membuat pekerja sosial harus beradaptasi dengan
tuntutan kerja baru meskipun sering kali tidak disertai dukungan sistem dan fasilitas
pelayanan yang memadai, terkhususnya juga di Sekolah Rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dilema etis pekerja sosial akibat
ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 dengan realitas
praktik di lapangan serta cara pekerja sosial menavigasi dilema tersebut dalam
menjalankan tugas profesionalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi kritis. Teknik pengumpulan
data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat
dalam mengumpulkan data di lapangan, sedangkan Teknik analisis data yang
digunakan adalah reduksi data, penyajian data, pencarian tema dan kategori dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kesenjangan antara
implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 dengan praktik pekerjaan
sosial di lapangan yang kemudian menimbulkan dilema etis bagi pekerja sosial.
Dilema tersebut muncul akibat perbedaan pemaknaan profesionalitas dan
kepatuhan dalam birokrasi, minimnya pelatihan dan dukungan layanan, serta
keterbatasan sumber daya dalam proses pendampingan. Selain itu, pekerja sosial
juga menghadapi benturan antara nilai profesional dengan pendekatan humanis
maupun disiplin dalam praktik sehari-hari. Untuk menghadapi kondisi tersebut,
pekerja sosial melakukan berbagai strategi seperti meningkatkan kemampuan diri
secara mandiri, memperkuat koordinasi, bekerja sama dengan lembaga lain, serta
memberikan edukasi kepada keluarga penerima layanan.

Kata Kunci: Dilema Etis, Sekolah Rakyat, UU No 14 tahun 2019



ABSTRACK

This study was motivated by the limited body of research examining ethical
dilemmas experienced by social workers arising from policies and bureaucratic
structures, as ethical dilemmas have predominantly been discussed within clinical
contexts. This condition indicates a gap between the demands of professional
practice, employment placement, and the support provided by the social service
system in the field. Furthermore, changes in government policies have influenced
the implementation of social work practice and required social workers to
continuously adapt their professional roles. Such circumstances compel social
workers to respond to new job demands despite often lacking adequate institutional
support and service facilities, particularly within the Sekolah Rakyat program.

This study aims to understand the ethical dilemmas faced by social workers
as a result of the discrepancy between Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 and
the realities of professional practice, as well as the strategies employed by social
workers to navigate these dilemmas while carrying out their professional
responsibilities. The study employed a qualitative method with a critical descriptive
approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and
documentation, while data analysis involved data reduction, data display, theme
and category identification, and conclusion drawing.

The findings reveal a significant gap between the implementation of
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 and the realities of social work practice,
giving rise to various ethical dilemmas for social workers. These dilemmas stem
from differing interpretations of professionalism and bureaucratic compliance,
limited training opportunities and service support, and inadequate resources for
providing assistance to service recipients. In addition, social workers frequently
encounter tensions between professional values and the need to balance humanistic
and disciplinary approaches in their daily practice. To address these challenges,
social workers adopt various strategies, including independently enhancing their
professional competencies, strengthening coordination, collaborating with other
institutions, and providing education to the families of service recipients.

Keywords: Ethical Dilemmas, Sekolah Rakyat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
20109.
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MOTTO
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu
menetapkannya dengan adil."

(QS. An-Nisa' [4]: 58)

“Ethics is the heart of social work.""
"Etika adalah jantung dari pekerjaan sosial."
By: Frederic G. Reamer
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pekerja sosial telah menjadi bagian penting dari sistem pelayanan
sosial modern, memainkan peran penting dalam mengatasi masalah sosial
yang semakin beragam dan kompleks. Profesi ini tidak hanya menekankan
aspek teknis intervensi sosial, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai
kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat individu
dan kelompok. Suharto dalam artikel yang ditulis oleh Hutasoist dkk
menegaskan bahwa pekerja sosial merupakan agen perubahan sosial yang
tugasnya membantu individu, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan
fungsi sosialnya.! Dalam banyak kasus, mereka bertindak sebagai jembatan
antara kebutuhan kelompok rentan dan akses ke layanan sosial yang memadai.

Di banyak negara, pekerjaan sosial telah lama diakui sebagai profesi
berbasis nilai dan kompetensi yang memerlukan pendidikan formal dan
pelatihan Kkhusus. Federasi Pekerja Sosial Internasional (IFSW, 2014)
menyatakan bahwa pekerja sosial adalah profesi yang mendorong perubahan
sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan melalui
penerapan teori sosial dan pengetahuan praktis?, sedangkan menurut Undang-

Undang No. 14 Tahun 2019, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki

!Ade Indah Hutasoit dan Fajar Utama Ritonga, “Peningkatan Kapasitas Mahasiswa
Kesejahteraan Sosial melalui Program MSIB di BSPS Kementerian PUPR Sumatera Utara,”
ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora 3, no. 3 (2024):
191-198.

2 IFSW, 2014, Global Definition of the Social Work Profession https://www.ifsw.org/what-
is-social-work/global-definition-of-social-work/ diakses pada tanggal 10 Januari 2026



https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/
https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang sosial.® Di Indonesia,
meskipun profesi pekerja sosial memiliki sejarah yang panjang, baru melalui
diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 keberadaan dan
perannya diakui secara resmi dan diberi landasan hukum yang kuat.

Meskipun keberadaan profesi pekerja sosial sangat strategis,
implementasi standar profesional di lapangan masih menghadapi berbagai
tantangan. Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023 menunjukkan
bahwa hanya sekitar 25% atau 18.000 Sumber Daya Manusia Kesejahteraan
Sosial (SDM Kesos) yang telah tersertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa
amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, khususnya terkait sertifikasi
sebagai salah satu syarat profesionalitas pekerja sosial, belum sepenuhnya
terlaksana. Padahal, undang-undang tersebut telah mengatur pendidikan dan
pelatihan profesi, sertifikasi, kode etik, serta mekanisme pengawasan untuk
menjamin kualitas pelayanan sosial. Rendahnya cakupan sertifikasi, disertai
keterbatasan akses informasi dan belum meratanya sistem pendukung di
berbagai daerah, tidak hanya berdampak pada legalitas praktik, tetapi juga
berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan serta meningkatkan
munculnya dilema etis dalam praktik pekerjaan sosial.*

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pekerja sosial sering
menghadapi dilema etis akibat keterbatasan sumber daya, tekanan

kelembagaan, dan kompleksitas kebutuhan klien. Yanasari menjelaskan bahwa

% Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial

4 Kementerian Sosial Republik Indonesia. Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun
2023. (2023). Diakses dari https://kemensos.go.id/index.php/unduh/laporan/laporan-kinerja-
kementerian-sosial-tahun-2023



https://kemensos.go.id/index.php/unduh/laporan/laporan-kinerja-kementerian-sosial-tahun-2023
https://kemensos.go.id/index.php/unduh/laporan/laporan-kinerja-kementerian-sosial-tahun-2023

dilema tersebut muncul ketika pekerja sosial harus menyeimbangkan prinsip
self-determination dengan kewajiban memberikan perlindungan kepada klien.®
Di sisi lain, meskipun UU No. 14 Tahun 2019 telah mengatur kode etik dan
prinsip dasar pekerjaan sosial, implementasinya masih belum optimal.® Di sisi
lain, meskipun UU No. 14 Tahun 2019 telah mengatur kode etik dan prinsip
dasar pekerjaan sosial, implementasinya masih belum optimal. Laporan
Kementerian Sosial (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran,
kurangnya sosialisasi, dan lemahnya sinergi antarlembaga menjadi hambatan
dalam penerapan regulasi. Selama ini, kajian mengenai dilema etis lebih banyak
berfokus pada relasi pekerja sosial dan Kklien, sedangkan penelitian ini
menyoroti bagaimana regulasi, sumber daya, dan kebijakan organisasi turut
membentuk dilema etis dalam praktik pekerjaan sosial.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial
menjadi landasan hukum yang memperkuat profesionalitas praktik pekerjaan
sosial di Indonesia. Regulasi ini memberikan legitimasi terhadap profesi pekerja
sosial sekaligus mengatur nilai, tujuan, dan ruang lingkup praktik yang
berlandaskan kemanusiaan, keadilan sosial, partisipasi, dan pemberdayaan.
Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut di lapangan sering kali

dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, struktur kelembagaan, dan

5 Pebri Yanasari, “Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Menerapkan Self-Determination dalam
Penanganan Korban Kekerasan di Rifka Annisa Yogyakarta,” Counselle: Journal of Islamic
Guidance and Counseling 1, no. 1 (2021): 20-44.

® Sarah Banks, Ethics and Values in Social Work, ed. ke-4 (Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2012).



kompleksitas kebutuhan Kklien, sehingga pekerja sosial tidak jarang mengalami
ketegangan atau dilema etis dalam menjalankan praktik profesionalnya.’
Sekolah Rakyat (SR) di Lombok hadir sebagai ruang alternatif
pemenuhan hak anak atas pendidikan bagi kelompok rentan, dengan
karakteristik yang berbeda dari sekolah formal pada umumnya. SR tidak hanya
berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai arena pendampingan
sosial yang menuntut keterlibatan intensif para pekerja sosial yang berperan
sebagai wali asuh anak. Mekanisme penyeleksian peserta didik Sekolah Rakyat
diawali dengan penetapan sasaran dari keluarga desil 1 dan desil 2, yaitu
kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan pembagian data
kesejahteraan ke dalam sepuluh kelompok. Sebagian besar calon peserta didik
juga berasal dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Selanjutnya, pekerja sosial melakukan verifikasi melalui kunjungan langsung
ke rumah calon peserta didik untuk memastikan kondisi keluarga sesuai dengan
kriteria sehingga program tepat sasaran. Proses ini juga menjadi bagian dari
asesmen awal untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial, ekonomi,

dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik.

Dalam praktiknya, para wali asuh memikul beban peran ganda: di satu
sisi menjalankan fungsi profesional pekerjaan sosial seperti pendampingan
psikososial, advokasi, dan perlindungan anak, sementara di sisi lain dituntut
terlibat aktif dalam proses pendidikan, pembinaan karakter, dan disiplin belajar

anak. Kompleksitas ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar pekerja

" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 pasal 2, 3, dan 4



sosial di SR Lombok merupakan praktisi yang baru pertama kali terlibat dalam
praktik berbasis pendidikan. Sebelumnya, mereka lebih banyak berkecimpung
sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan dalam berbagai
praktik kerja sosial lainnya, sehingga ketika harus mengatasnamakan institusi
“sekolah”, muncul kebingungan peran, batas kewenangan, dan standar
profesional yang harus diikuti. Kondisi inilah yang melahirkan dilema etis
konkret, misalnya ketika pekerja sosial harus mengambil keputusan pendidikan
yang berdampak langsung pada masa depan anak, padahal keputusan tersebut
berada di luar kompetensi keilmuannya, atau ketika tuntutan kebijakan sekolah
berbenturan dengan prinsip dasar pekerjaan sosial seperti kepentingan terbaik

anak, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Selain itu, regulasi ini seringkali tidak berjalan seiring dengan kebijakan
sektoral lainnya, sehingga menyebabkan kebingungan dalam implementasinya.
Hal ini sesuai dengan data awal yang peneliti dapatkan dari salah satu pekerja
sosial yang di mutasi dari program PKH ke Sekolah Rakyat di Lombok, ia
mengatakan,

Kami yang berlatar belakang pendamping PKH itu terbiasa bekerja pada
ranah perlindungan dan jaminan sosial, bukan pada praktik sosial klinis.
Ketika kami dimutasi ke sekolah rakyat, kami harus menyesuaikan diri
dengan budaya baru, pola kerja baru, dan tuntutan teknis yang sangat
berbeda. Di asrama atau layanan rehabilitasi, pekerjaan bersifat mikro
dan membutuhkan keahlian Kklinis yang spesifik. Banyak dari kami
merasa kesulitan karena memang tidak terbiasa dengan pola seperti itu.®

8 Wawancara pada tanggal 23 November dengan Bapak W selaku wali asuh anak disekolah
rakyat yang semulanya bertugas dipendamping PKH



Dari pernyataan tersebut jelas bahwa seorang pekerja sosial harus
berisikap profesional ketika dialih tugaskan dari tugas sebelumnya ke tugas
yang baru, hal ini menyebabkan munculnya dilema etika bagi seorang pekerja
sosial Ketika dihadapkan dengan lingkungan yang baru.

Praktik pekerjaan sosial pada dasarnya berpedoman pada tujuh prinsip
dasar kode etik, yaitu penghormatan terhadap nilai dan martabat individu, hak
asasi manusia, keadilan sosial, self-determination, kerahasiaan (confidentiality),
integritas profesional, dan kompetensi praktik. Ketujuh prinsip tersebut menjadi
pedoman bagi pekerja sosial dalam mengambil keputusan, memberikan
pelayanan, serta menghadapi berbagai situasi yang menimbulkan dilema etis
selama menjalankan praktik profesional.®

Data awal penelitian menunjukkan bahwa wali asuh di Sekolah Rakyat
menghadapi enam bentuk dilema etis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip
kode etik pekerjaan sosial. Dilema tersebut mencakup integritas profesional,
kompetensi, keadilan sosial, penghormatan terhadap nilai dan martabat
individu, hak asasi manusia, serta self-determination. Berbagai dilema tersebut
muncul akibat keterbatasan sumber daya, minimnya dukungan layanan,
benturan antara aturan lembaga dengan nilai profesional, serta tuntutan untuk
menyeimbangkan kepentingan terbaik anak dengan kebutuhan menjaga

ketertiban dan keamanan lingkungan sekolah.

® International Federation of Social Workers (IFSW), Global Social Work Statement of
Ethical Principles, 2018, https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/,
diakses 25 Juni 2026.



Penelitian ini dilakukan di Sekolah Rakyat Dasar 4 yang berlokasi di
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih karena menjadi ruang
praktik pekerjaan sosial yang memperlihatkan berbagai dilema etis yang
dihadapi wali asuh dalam menjalankan fungsi pendampingan, perlindungan,
dan pengasuhan anak. Kondisi tersebut menjadikan Sekolah Rakyat Dasar 4
sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika dilema etis dalam praktik
pekerjaan sosial.

B. Rumusan Masalah
1. Apa saja bentuk dilema etis yang dihadapi oleh pekerja sosial di Sekolah
Rakyat Dasar 4 Lombok Barat?
2. Bagaimana strategi pekerja sosial dalam menavigasi dilema etis antara
profesionalitas dan tuntutan lapangan di Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok

Barat

C. Tujuan Penelitian dan Signifikasi Penelitian

1. Tujuan
a. Untuk mengetahui apa saja bentuk dilema etis yang dihadapi oleh
pekerja sosial antara profesionalitas dan tuntutan lapangan di Sekolah
Rakyat Dasar 4 Lombok Barat
b. Untuk  mengetahui  strategi atau cara  pekerja  sosial
menavigasi/membangun cara untuk menyelesaikan dilema etis antara

profesionalitas dan realita di lapangan



2. Siginifikasi

a. Akademik

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
literatur dan diskursus dalam bidang pekerjaan sosial dan analisis
kebijakan sosial, terutama dalam melihat sejauh mana regulasi negara,
seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial,
mampu menjawab kompleksitas realitas sosial yang dihadapi oleh para
pekerja sosial. Penelitian ini juga menjadi refleksi terhadap adanya
kemungkinan dilema etis yang disebabkan oleh antara tuntutan

profesionalitas dengan tuntutan yang ada di lapangan

b. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan kepada para pembuat kebijakan, organisasi penyelenggara
kesejahteraan sosial, dan para praktisi pekerjaan sosial untuk
memahami lebih dalam tantangan etika yang dihadapi para pekerja
sosial. Dengan mengungkap dilema etis yang muncul, penelitian ini
ingin mendorong adanya dialog kritis tentang perlunya regulasi yang
lebih responsif dan dinamis, serta peneguhan sistem pendukung bagi
para pekerja sosial dalam menjalankan tugas-tugasnya yang tidak

mudah di lapangan.



Penelitian ini juga penting untuk memperkuat kesadaran bahwa
dalam praktik pekerjaan sosial, aspek moral dan etika seringkali
bersinggungan langsung dengan kebijakan yang bersifat teknokratik.
Oleh karena itu, dengan pendekatan analisis kebijakan sosial, penelitian
ini tidak hanya berupaya menjelaskan realitas, tetapi juga mengkritisi
dan  merefleksikan ulang bagaimana kebijakan  dibentuk,
diimplementasikan, dan dirasakan dampaknya oleh para pelaku di
lapangan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dapat diartikan sebagai metode untuk menelusuri
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini sekaligus memastikan
keaslian dan validitas data melalui penggunaan sumber primer yang dapat
ditelusuri. Beberapa karya ilmiah menekankan penerapan nilai, etika, dan
prinsip profesional dalam praktik pekerjaan sosial, serta dilema etis yang
muncul dari interaksi antara pekerja sosial, klien, lembaga, dan kebijakan
operasional.

Kerangka ini menjadi titik awal penting untuk memahami kesenjangan
antara kebijakan formal dan praktik nyata, dengan menggambarkan pelaksana
kebijakan sebagai aktor yang memiliki ruang keputusan signifikan dan melalui
keputusan sehari-hari turut membentuk realitas operasional kebijakan.
Pendekatan ini relevan untuk memahami policy-practice gap karena
menempatkan pengalaman pelaksana garis depan sebagai pusat kajian, meski
penerapannya dalam studi pekerjaan sosial di Indonesia terutama terkait dilema

etis struktural masih jarang. Bagi pekerja sosial di Sekolah Rakyat, tantangan
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muncul ketika menyeimbangkan tuntutan regulasi dengan kebutuhan siswa dan
keluarga, sementara UU No. 14 Tahun 2019 belum sepenuhnya operasional,
sehingga ruang keputusan harian mereka menjadi arena untuk menguji dan
mewujudkan nilai, etika, dan prinsip profesional, menghasilkan praktik
pekerjaan sosial yang berpadu antara aturan formal dan realitas sosial.

1. Dilema etis pekerjaan sosial

Aryohaji Istyawan, melalui artikelnya “Nilai dan Etika Pekerja
Sosial dalam Proses Pertolongan: Analisis Penerapan dan Dilema Etis”
yang dipublikasikan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial, menggunakan
pendekatan kualitatif berbasis studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan
nilai profesi dalam proses pertolongan.’® Dari penelitian tersebut, peneliti
mencatat bahwa dilema etis banyak muncul ketika pekerja sosial
dihadapkan pada benturan antara prinsip kerahasiaan, kebutuhan
perlindungan klien, serta penghormatan terhadap self-determination.
Sementara itu, penelitian Khonig Nur Afiah dalam Welfare: Jurnal IImu
Kesejahteraan Sosial Volume 9, Issue 2 Tahun 2020 berjudul “Penerapan
Nilai dan Etika dalam Intervensi: Dilema Etis Pekerja Sosial dalam
Program Pemberdayaan Kelompok Pemulung Mardiko Piyungan

Bantul ™!, penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Melalui temuan Afiah, peneliti melihat bahwa dilema etis tidak hanya

10 A Istyawan, “Nilai dan Etika Pekerja Sosial dalam Proses Pertolongan: Analisis
Penerapan dan Dilema Etis,” Jurnal Pendidikan Tambusai 9, no. 1 (2025): 11543-11550.

11 Khonig Nur Afiah, “Penerapan Nilai dan Etika dalam Intervensi: Dilema Etis Pekerja
Sosial dalam Program Pemberdayaan Kelompok Pemulung Mardiko Piyungan Bantul,” WELFARE:
Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 9, no. 2 (2021): 187-2009.
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bersumber dari hubungan pekerja sosial dengan klien, tetapi juga dari
dinamika komunitas dan kepentingan lembaga, terutama terkait pembagian
bantuan dan pengelolaan konflik internal kelompok pemulung. Penelitian
ketiga oleh Pebri Yanasari dari IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka
Belitung dengan judul “Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Menerapkan Self-
determination dalam Penanganan Korban Kekerasan di Rifka Annisa
Yogyakarta”*?, penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis
untuk mengungkap dilema dalam penerapan self-determination pada klien
korban kekerasan. Dari penelitian ini, peneliti melihat bahwa dilema etis
muncul karena kondisi psikologis klien, tekanan keluarga, hingga regulasi
internal lembaga yang menuntut kehati-hatian tinggi, sehingga pekerja
sosial harus menyeimbangkan antara menghormati pilihan klien dan

memastikan keselamatan mereka.

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa dilema etis selama
ini dipahami terutama sebagai fenomena yang muncul dari praktik
intervensi dan dinamika hubungan antara pekerja sosial, klien, dan lembaga.
Fokus penelitian sebelumnya cenderung menekankan dilema etis secara
klinis, sedangkan kajian yang menyoroti dilema etis yang berkaitan dengan
kebijakan masih sangat minim. Sebagai peneliti, perhatian peneliti
diarahkan pada bagaimana dilema etis dapat berakar dari kesenjangan antara

regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja

12 Pebri Yanasari, “Dilema Etis Pekerja Sosial dalam Menerapkan Self-Determination
dalam Penanganan Korban Kekerasan di Rifka Annisa Yogyakarta,” Counselle: Journal of Islamic
Guidance and Counseling 1, no. 1 (2021): 20-44.
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Sosial, dan praktik di lapangan. Hal ini sangat relevan bagi pekerja sosial
yang bertugas di Sekolah Rakyat, di mana mereka harus menyeimbangkan
tuntutan formal regulasi dengan kebutuhan nyata siswa dan keluarga,
sementara peran dan instrumen implementasi sering belum jelas. Berbeda
dari penelitian sebelumnya yang memotret dilema etis sebagai persoalan
operasional di level praktik, penelitian ini menelusuri bagaimana
ketidakselarasan norma hukum, ketidakjelasan peran, serta minimnya
dukungan implementasi turut menciptakan ketidakpastian etis dalam praktik
profesional. Dilema etis dipandang bukan sekadar persoalan teknis dalam
pengambilan keputusan, tetapi sebagai fenomena struktural yang bersumber
dari regulasi yang belum sepenuhnya operasional, dan perspektif ini
diharapkan memberikan kontribusi teoritik baru dalam kajian etika
pekerjaan sosial di Sekolah Rakyat.
2. Implementasi kebijakan
Penelitian Khairatun Nisa dari Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara berjudul “Peranan Pekerja Sosial dalam Mencegah dan Menangani
Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Batu Bara ™3
menggunakan metode kualitatif untuk memahami peran pekerja sosial
dalam perlindungan anak, khususnya pada kasus ABH. Dari penelitian ini,
peneliti mencatat bahwa pekerja sosial berperan dalam asesmen,

pendampingan hukum, konseling, hingga koordinasi dengan aparat penegak

13 Khairatun Nisa, “Peranan Pekerja Sosial dalam mencegah dan menangani Anak yang
Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Batu Bara,” AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA
NEGARA/SIYASAH), 8, no. 2 (2025).
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hukum, akan tetapi berbagai keterbatasan sumber daya lembaga masih
menjadi hambatan utama dalam optimalisasi perlindungan anak. Sementara
itu, penelitian Utang Rosidin, Ardika Nurfurkon, dan Dedy Pribadi Uang
berjudul “Fulfilling the Rights of Social Workers: Aspects of Social Security
in Indonesia” yang mengangkat isu pemenuhan hak pekerja sosial dari
aspek jaminan sosial dan perlindungan kerja.’* Menggunakan pendekatan
analisis kebijakan, mereka menunjukkan bahwa pekerja sosial sebagai
profesi rentan sering kali tidak memperoleh perlindungan memadai, baik
dari sisi keselamatan kerja, status kepegawaian, maupun akses terhadap
skema jaminan sosial; sebuah kondisi yang menurut peneliti
memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara beban kerja dan
perlindungan struktural yang diberikan negara. Pada penelitian lain, Al
Yasir, Muhammad Izzul Haq, Sukron Ma’mun, dan Fitri Nur Aini Prasetyo
melalui artikel “Legal Politics of Social Workers Law as an Advocacy Effort
of Social Workers”*® menggunakan pendekatan analisis politik hukum
untuk melihat bagaimana lahirnya regulasi terkait pekerja sosial merupakan
upaya advokasi struktural bagi profesi. Dari penelitian ini, peneliti melihat
bahwa regulasi profesi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi
juga sebagai instrumen advokasi agar pekerja sosial memperoleh pengakuan

formal, kejelasan peran, dan perlindungan kerja yang lebih kuat.

14 Utang Rosidin, Ardika Nurfurkon, dan Dedy Pribadi Uang, “Fulfilling the Rights of
Social Workers: Aspects of Social Security in Indonesia,” Jurnal Khazanah Hukum 6, no. 2 (2024):
113-122.

15 Al Yasir, Muhammad Izzul Haq, Sukron Ma’mun, dan Fitri Nur Aini Prasetyo, “Legal
Politics of Social Workers Law as an Advocacy Effort of Social Workers,” Supremasi Hukum:
Jurnal Kajian llmu Hukum 12, no. 1 (2023): 41-58.
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Telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa kajian pekerjaan sosial lebih banyak menitikberatkan pada praktik
lapangan, perlindungan dan penguatan profesi, aspek pedagogi, serta
strategi politik hukum dalam meningkatkan posisi pekerja sosial. Berbeda
dari pendekatan tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada dilema
etis sebagai persoalan struktural yang bersumber dari kesenjangan antara
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan
implementasinya di lapangan. Dilema etis diposisikan bukan sekadar
sebagai konsekuensi dari kompleksitas praktik, melainkan sebagai produk
dari ketidakseimbangan antara norma hukum, mandat profesi, dan kapasitas
institusional dalam menjalankan kebijakan, termasuk ketika regulasi
bersifat ambigu, belum operasional, atau tidak didukung infrastruktur
kelembagaan yang memadai.

3. Nilai dan etika
Penelitian yang dilakukan oleh Siti Humairoh dari UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta berjudul “Dinamika Penerapan Prinsip-Prinsip
Pekerjaan Sosial dalam Upaya Menanggulangi Gelandangan dan
Pengemis”®, menggunakan metode kualitatif  deskriptif  untuk
menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip pekerjaan sosial seperti
penerimaan, non-judgmental attitude, individualisasi, serta hubungan
profesional diterapkan dalam intervensi terhadap gelandangan dan

pengemis. Melalui temuan Humairoh, peneliti melihat bahwa pekerja sosial

16 Siti Humairoh, “Dinamika Penerapan Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial dalam Upaya
Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis,” EMPATI: Jurnal IImu Kesejahteraan Sosial 10, no. 1
(2021): 67-77.
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sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan kebijakan, resistensi
klien, dan tekanan sosial dari masyarakat yang mempengaruhi kualitas
intervensi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Abidah Muflihati, Rima Lea
Fiki, Febiansyah Zakaria, dan Inafisah Luthfiah Rochmasani dari UIN
Sunan Kalijaga melalui artikel “Application of Social Worker Values and
Ethics in Handling Neglected Children in Yogyakarta City”*” menggunakan
pendekatan kualitatif untuk menelaah penerapan nilai dan etika pekerja
sosial dalam menangani anak terlantar. Dari penelitian tersebut, peneliti
mencatat bahwa nilai empati, penghargaan terhadap martabat anak, serta
prinsip perlindungan menjadi dasar utama dalam proses intervensi, akan
tetapi dilema sering muncul ketika pekerja sosial harus menyeimbangkan
antara keinginan keluarga, kebutuhan anak, dan batasan sumber daya
lembaga sosial.

Dari rangkaian beberapa penelitian diatas, fokus utama yang
diperlihatkan cenderung pada penerapan nilai, etika, dan prinsip pekerjaan
sosial dalam praktik lapangan, serta dilema etis yang muncul dari interaksi
langsung antara pekerja sosial, klien, keluarga, lembaga, dan kebijakan
operasional. Berdasarkan pemetaan tersebut, kajian dilema etis masih
didominasi oleh pendekatan mikro dan Kkasuistik, sementara kajian
kebijakan cenderung fokus pada aspek hukum dan politik tanpa menyentuh

dinamika etika di lapangan. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kedua

7 Anisa Muflihati, Rizki Luthfi Fiki, Fajri Zakaria, dan Indah Lestari Rochmasani,
“Application of Social Worker Values and Ethics in Handling Neglected Children in Yogyakarta
City,” WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 11, no. 2 (2022).
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wilayah tersebut dengan menempatkan dilema etis sebagai produk struktural
dari kesenjangan antara regulasi nasional (UU No. 14/2019) dan realitas
praktik di Sekolah Rakyat Lombok, di mana keterbatasan anggaran,
dukungan regulatif, dan implementasi kebijakan yang belum operasional
membentuk dilema yang dihadapi pekerja sosial.

E. Kerangka Teori

Dalam praktik pekerjaan sosial, nilai dan etika berfungsi sebagai
landasan moral yang membimbing relasi antara pekerja sosial dan klien,
sekaligus menjadi penanda komitmen terhadap kemanusiaan, keadilan, dan
tanggung jawab profesional. Dalam realitas praktik langsung, pekerja sosial
kerap berhadapan dengan situasi yang tidak sederhana, ketika kepentingan
klien, tuntutan profesional, tekanan kelembagaan, dan norma sosial saling
beririsan bahkan bertentangan, sehingga memunculkan ketegangan moral yang
menuntut kepekaan dan pertimbangan etis yang matang.

Teori nilai dan etika pekerja sosial Frederic G. Reamer dipilih dalam
penelitian ini karena memberikan kerangka analisis yang jelas dalam
memahami dilema etis sebagai fenomena yang lahir dari berbagai faktor yang
saling terkait, seperti konflik nilai profesional, batasan peran pekerja sosial,
relasi kuasa, serta keterbatasan kebijakan dan konteks institusional. Melalui
pemaparannya, Reamer menempatkan dilema etis tidak semata sebagai
persoalan individual, melainkan sebagai bagian dari dinamika praktik yang
membentuk proses pengambilan keputusan etis. Kerangka ini membantu

peneliti membaca dilema etika sebagai ruang negosiasi antara tanggung jawab
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terhadap klien, kewajiban profesional, dan kesetiaan pada nilai-nilai etika, yang
selanjutnya mengantar pembahasan pada dilema etika dalam praktik langsung.
1. Dilema Etis Dalam Praktik Langsung
Dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial, khususnya pada direct
practice, seorang pekerja sosial tidak hanya berhadapan dengan
permasalahan yang dialami oleh Klien, tetapi juga menghadapi berbagai
pertimbangan nilai, tanggung jawab moral, dan keputusan etis dalam proses
pelayanan. Interaksi langsung antara pekerja sosial dengan individu,
keluarga, maupun kelompok sering kali menghadirkan situasi yang
kompleks, karena setiap keputusan yang diambil perlu mempertimbangkan
kebutuhan Kklien, prinsip profesional, serta nilai-nilai yang melekat pada diri
pekerja sosial. Kondisi tersebut dapat memunculkan berbagai dilema etis
yang membutuhkan pemahaman dan pertimbangan secara matang agar
proses pertolongan tetap berjalan sesuai dengan tujuan pekerjaan sosial.
Dalam hal ini, pemikiran Frederic G. Reamer mengenai ethical dilemmas in
social work direct practice menjadi salah satu landasan penting untuk
memahami bagaimana pekerja sosial menghadapi persoalan etis, terutama
yang berkaitan dengan penghargaan terhadap pilihan Kklien, batasan
intervensi profesional, serta hubungan antara nilai profesional dan nilai

pribadi pekerja sosial.

a. Self-determination dan Paternalisme
Teori self-determination dan paternalisme merupakan dua

konsep yang saling berkaitan dalam praktik pekerjaan sosial, terutama
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ketika pekerja sosial dihadapkan pada pilihan antara menghormati hak
klien untuk mengambil keputusan sendiri atau melakukan intervensi
demi melindungi klien dari risiko tertentu. Menurut Reamer,
ketegangan antara kedua prinsip ini menjadi salah satu dilema etis yang
paling sering muncul karena pekerja sosial harus menyeimbangkan
penghormatan terhadap otonomi Kklien dengan tanggung jawab

profesional untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraannya.

Prinsip self-determination menempatkan klien sebagai individu
yang memiliki hak untuk menentukan pilihan dan arah kehidupannya
sendiri, sedangkan pekerja sosial berperan sebagai pendamping yang
membantu klien memahami masalah serta berbagai alternatif
penyelesaian. Kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dapat
dipengaruhi oleh kondisi tertentu, seperti gangguan mental,
ketidakstabilan emosional, atau adanya risiko yang membahayakan diri
sendiri. Dalam situasi seperti ini, pekerja sosial perlu
mempertimbangkan sejauh mana keputusan klien dapat dihormati tanpa

mengabaikan aspek keselamatan.

Konsep paternalisme menjelaskan bahwa pekerja sosial dapat
membatasi kebebasan klien apabila tindakan tersebut benar-benar
ditujukan untuk melindungi kepentingan terbaik klien. Reamer
menjelaskan bahwa tindakan paternalistik harus didasarkan pada
kebutuhan klien, bukan pada kepentingan keluarga, lembaga, atau pihak

lain (pseudopaternalism). Kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa
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praktik pekerjaan sosial menuntut pertimbangan etis yang cermat agar
perlindungan terhadap Kklien tetap berjalan seiring dengan

penghormatan terhadap hak, martabat, dan kemandiriannya.'®

b. Nilai Professional dan Pribadi

Dalam praktik pekerjaan sosial, salah satu persoalan etis yang
paling kompleks muncul ketika nilai-nilai pribadi pekerja sosial
berbenturan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh profesi, terlebih
ketika kedua sistem nilai tersebut sama-sama diyakini secara mendalam.
Teori etika profesi menjelaskan bahwa nilai pribadi terbentuk dari
pengalaman hidup, latar belakang agama, budaya keluarga, serta
orientasi moral yang berkembang sejak lama, sementara nilai
profesional disusun secara kolektif melalui kode etik dan prinsip-prinsip
yang bertujuan melindungi kepentingan klien, menjaga keadilan sosial,
serta mempertahankan integritas profesi. Ketika dua sumber nilai ini
bertemu dalam situasi dilematik, pekerja sosial kerap mengalami
ketegangan internal karena harus menyeimbangkan kesetiaan pada
keyakinan personal dengan kewajiban moral terhadap klien dan profesi.
Literatur etika menempatkan konflik ini bukan sekadar sebagai
perbedaan pandangan, tetapi sebagai ujian terhadap kapasitas reflektif

pekerja sosial dalam menilai tindakan mana yang paling menghormati

18 Frederic G. Reamer, Social Work Values and Ethics, ed. ke-2 (New York: Columbia
University Press, 1999), 105-1009.
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martabat klien, sekaligus tetap berada dalam koridor profesionalisme
yang bertanggung jawab.

Teori etika pekerjaan sosial juga menggarisbawahi bahwa
konflik nilai pribadi memiliki potensi besar memengaruhi sikap dan
praktik profesional pekerja sosial. Nilai-nilai pribadi yang tidak disadari
atau tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi cara pekerja sosial
menafsirkan situasi klien, memilih intervensi, hingga menentukan batas
dukungan yang diberikan. Literatur etika menggambarkan bahwa dalam
kondisi tertentu, pekerja sosial dapat secara sadar atau tidak sadar
memaksakan orientasi moralnya kepada klien, baik melalui
penghakiman terbuka maupun melalui cara yang lebih halus seperti
penyaringan informasi, penekanan alternatif tertentu, atau dorongan
emosional yang bias. Padahal, pekerjaan sosial memiliki mandat moral
untuk menjunjung tinggi penentuan nasib sendiri klien dan memberikan
ruang bagi klien untuk membuat keputusan hidupnya sendiri. Dalam
kerangka deontologi, utilitarianisme, maupun kode etik profesi, situasi
ini dipahami sebagai momen kritis yang menuntut pekerja sosial untuk
mengenali batas antara keyakinan personal dan tanggung jawab
profesional, termasuk kesadaran kapan nilai pribadi mulai menghambat
layanan dan kapan rujukan menjadi langkah etis yang perlu

dipertimbangkan. °

19 1bid. 123-129
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2. Faktor Struktural Yang Menjadi Sumber Dilema Etika

Dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial, selain menghadapi
persoalan yang muncul dalam hubungan langsung dengan klien, pekerja
sosial juga sering berhadapan dengan berbagai persoalan etis dalam praktik
tidak langsung. Praktik tidak langsung berkaitan dengan aktivitas seperti
pengorganisasian masyarakat, perencanaan kebijakan sosial, serta
pengelolaan pelayanan sosial yang melibatkan proses pengambilan
keputusan dengan dampak yang lebih luas. Dalam proses tersebut, pekerja
sosial tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan individu, tetapi juga perlu
melihat kondisi sosial, keterbatasan sumber daya, tanggung jawab lembaga,
dan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Keadaan ini dapat
memunculkan dilema etis karena setiap keputusan yang diambil memiliki
konsekuensi tertentu bagi penerima layanan maupun sistem pelayanan
sosial. Pemikiran Frederic G. Reamer mengenai dilema etis dalam praktik
pekerjaan sosial tidak langsung memberikan pemahaman bahwa pekerja
sosial perlu melakukan pertimbangan etis secara matang dalam menghadapi
berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan pembagian sumber
daya yang terbatas serta tanggung jawab pemerintah dan sektor swasta

dalam memberikan kesejahteraan sosial.

a. Alokasi Sumber Daya Yang Terbatas
Pengelolaan sumber daya yang terbatas dalam pekerjaan sosial
menempatkan pekerja sosial dan administrator pada situasi yang

menuntut pertimbangan etis yang berlapis dan tidak sederhana, terutama
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ketika lembaga harus bekerja di tengah keterbatasan anggaran,
meningkatnya jumlah Kklien, serta ragam kebutuhan layanan yang jauh
melampaui kapasitas institusional. Dalam kondisi ini, keputusan alokasi
tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif, melainkan
sebagai pilihan moral yang mencerminkan nilai-nilai profesi. Setiap
keputusan tentang siapa yang memperoleh akses layanan, siapa yang
harus menunggu, dan siapa yang berisiko tidak terlayani selalu
berkaitan dengan penilaian tentang kelayakan, kerentanan, dan
tanggung jawab profesional terhadap individu maupun kelompok yang
berada dalam posisi tidak berdaya, sehingga wilayah keadilan distributif
menjadi ruang di mana nilai-nilai etika diuji secara nyata dalam praktik
pekerjaan sosial sehari-hari.

Dalam pembahasan keadilan distributif dalam layanan sosial,
terdapat beberapa prinsip utama yang sering dijadikan dasar
pertimbangan, yaitu kesetaraan, kebutuhan, kompensasi, dan kontribusi.
Prinsip kesetaraan menekankan pembagian yang sama atau pemberian
kesempatan yang setara kepada semua klien yang memenuhi kriteria,
biasanya melalui mekanisme prosedural seperti antrean, yang secara
formal tampak adil tetapi berpotensi mengabaikan perbedaan kondisi
antar Kklien. Prinsip kebutuhan menempatkan urgensi dan tingkat
kerentanan sebagai pusat pertimbangan, sehingga individu atau
kelompok dengan kondisi paling mendesak memperoleh prioritas.

Prinsip kompensasi berangkat dari kesadaran akan ketidakadilan
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struktural dan historis dengan memberi perhatian khusus kepada
kelompok yang mengalami diskriminasi sistemik, sementara prinsip
kontribusi mempertimbangkan peran atau manfaat sosial penerima
layanan, pendekatan yang kerap diperdebatkan karena dapat menggeser
fokus dari kebutuhan menuju pertimbangan utilitas sosial.

Perbedaan orientasi nilai tersebut semakin tampak ketika teori
etika normatif, khususnya deontologi dan utilitarianisme, digunakan
sebagai dasar penilaian dalam alokasi sumber daya. Perspektif
deontologis menekankan kewajiban moral yang melekat pada peran
pekerja sosial untuk memperlakukan setiap individu dengan hormat,
menjunjung martabat manusia, dan memberikan perhatian khusus
kepada mereka yang berada dalam kondisi paling membutuhkan, tanpa
menjadikan hasil akhir sebagai satu-satunya tolak ukur. Sebaliknya,
pendekatan utilitarian menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya
dan mendorong pilihan distribusi yang menghasilkan manfaat terbesar
bagi jumlah orang terbanyak, sebuah orientasi yang sering dipandang
efisien tetapi memunculkan ketegangan ketika kepentingan individu
atau kelompok kecil yang sangat rentan berpotensi terpinggirkan dalam
proses pengambilan keputusan.?

Kerangka etika profesi memberikan bingkai normatif yang

membimbing pekerja sosial dalam menghadapi dilema tersebut. Kode

20 Frederic G. Reamer, Social Work Values and Ethics, ed. ke-2 (New York: Columbia
University Press, 1999),130-138
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Etik NASW, sebagaimana dibahas oleh Frederick G. Reamer,
menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang adil,
transparan, dan nondiskriminatif dalam alokasi sumber daya, tanpa
menetapkan kriteria teknis yang kaku. Nilai-nilai seperti komitmen
terhadap kesejahteraan Kklien, penghormatan terhadap hak asasi
manusia, perlindungan kelompok rentan, penghargaan terhadap
penentuan nasib sendiri, serta akuntabilitas profesional menjadi
landasan moral yang harus menyertai setiap keputusan distribusi,
sehingga pertimbangan etis dalam pekerjaan sosial tidak hanya terletak
pada siapa yang menerima layanan, tetapi juga pada bagaimana

keputusan tersebut dibuat dan dijalankan dalam praktik kelembagaan.?:

b. Kepatuhan Terhadap Peraturan Dan Hukum

Dalam praktik pekerjaan sosial, keberadaan undang-undang,
kebijakan, dan peraturan sering diposisikan sebagai kerangka formal
yang harus dipatuhi demi menjaga keteraturan organisasi pelayanan dan
legitimasi negara, akan tetapi di titik inilah dilema etis kerap muncul.
Hukum bekerja dengan logika generalisasi dan kepastian, sementara
pekerjaan sosial berhadapan langsung dengan realitas manusia yang
konkret, berlapis, dan sarat ketimpangan sosial. Ketika aturan disusun
dengan pendekatan administratif dan legalistik, kebutuhan spesifik
kelompok rentan sering kali tidak terakomodasi secara memadai. Situasi

ini membuat pekerja sosial berada dalam ketegangan antara kepatuhan

2! 1bid.
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struktural dan komitmen moral untuk melindungi martabat Klien,
terutama mereka yang hidup dalam kondisi sosial dan hukum yang tidak
aman. Dilema etis muncul karena hukum yang tampak netral justru
dapat menghasilkan praktik yang tidak adil ketika diterapkan tanpa
mempertimbangkan konteks sosial, relasi kuasa, dan sejarah
ketidaksetaraan yang dialami klien.

Dilema semakin kompleks ketika hukum dikaitkan dengan isu
keselamatan pihak Kketiga, seperti dalam kasus kekerasan atau
penelantaran anak, di mana aturan pelaporan wajib sering diperlakukan
sebagai kewajiban absolut. Pendekatan deontologis menekankan bahwa
kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban moral untuk
melindungi kepentingan publik, sementara pendekatan utilitarian
melihat pelaporan sebagai sarana mencegah kerugian yang lebih besar.
Akan tetapi dalam praktiknya, penerapan aturan tanpa kepekaan etis
dapat merusak relasi kepercayaan antara pekerja sosial dan klien,
terutama bagi kelompok yang memiliki pengalaman traumatis dengan
institusi negara. Ketakutan akan konsekuensi hukum sering membuat
klien enggan mencari bantuan, yang pada akhirnya memperdalam
kerentanan sosial mereka. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa

dilema etis muncul karena hukum cenderung berorientasi pada
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kepastian prosedural, sedangkan pekerjaan sosial beroperasi dalam
ruang ketidakpastian sosial dan emosional klien. 22

Dalam kerangka profesional, pekerja sosial dituntut untuk
membaca hukum secara kritis sambil tetap berpegang pada nilai-nilai
etika profesi yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat
pertimbangan. Kode Etik NASW menekankan komitmen terhadap
klien, perlindungan privasi, pencegahan diskriminasi, dan
penghormatan terhadap otonomi, akan tetapi juga mengakui keberadaan
kewajiban hukum yang membatasi ruang gerak pekerja sosial.?®

3. Value of Social Work (Nilai dalam Pekerjaan Sosial)
a. Service (Pelayanan)

Nilai service menempatkan pelayanan kepada individu,
kelompok, dan masyarakat sebagai tujuan utama dalam praktik
pekerjaan sosial. Pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk
membantu orang-orang yang membutuhkan dan menangani berbagai
persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam prinsip ini,
kepentingan pelayanan kepada klien ditempatkan di atas kepentingan
pribadi sehingga pekerja sosial dituntut menggunakan pengetahuan,
keterampilan, dan nilai profesional secara maksimal demi

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

22 Frederic G. Reamer, Social Work Values and Ethics, ed. ke-2 (New York: Columbia
University Press, 1999),146-150
2 bid.
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Pelayanan dalam pekerjaan sosial tidak hanya dipahami sebagai
aktivitas bantuan semata, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian
kemanusiaan yang berupaya menciptakan perubahan sosial. Pekerja
sosial Dberperan aktif dalam mendampingi, melindungi, dan
memberdayakan kelompok rentan agar mampu menghadapi
permasalahan sosial yang dialami. Oleh karena itu, nilai pelayanan
menekankan pentingnya kepedulian sosial, tanggung jawab moral, dan
komitmen profesional dalam membantu masyarakat tanpa berorientasi

pada kepentingan pribadi.

. Social Justice (Keadilan Sosial)

Nilai social justice menegaskan bahwa pekerja sosial memiliki
tanggung jawab untuk menantang berbagai bentuk ketidakadilan sosial
yang terjadi di masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, diskriminasi,
marginalisasi, dan ketimpangan sosial dipandang sebagai persoalan
yang memerlukan perubahan sosial secara lebih luas. Karena itu,
pekerja sosial tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah
individu, tetapi jJuga mendorong terciptanya sistem sosial yang lebih adil

dan setara.

Pekerja sosial berupaya memastikan bahwa setiap individu
memiliki akses terhadap pelayanan, informasi, sumber daya, dan
kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Nilai ini juga

menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman budaya,
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etnis, dan kondisi sosial masyarakat agar tidak terjadi perlakuan
diskriminatif dalam proses pelayanan sosial. Dengan demikian,
keadilan sosial menjadi landasan dalam praktik advokasi, perlindungan
hak-hak sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan untuk memperoleh

kehidupan yang lebih layak.

Dignity and Worth of the Person (Martabat dan Nilai Manusia)

Nilai dignity and worth of the person menekankan bahwa setiap
manusia memiliki martabat, nilai, dan hak yang harus dihormati.
Pekerja sosial dituntut memperlakukan setiap individu secara penuh
kepedulian dan penghormatan dengan mempertimbangkan perbedaan
latar belakang budaya, kondisi sosial, dan karakteristik masing-masing
individu. Prinsip ini juga menekankan pentingnya penghargaan
terhadap kemampuan individu dalam menentukan pilihan hidupnya
sendiri.

Pekerja sosial berupaya meningkatkan kapasitas individu agar
mampu memahami kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan melakukan
perubahan dalam kehidupannya secara mandiri. Dalam proses tersebut,
pekerja sosial tidak memandang klien sebagai objek bantuan, melainkan
sebagai subjek yang memiliki potensi dan kemampuan untuk
berkembang. Akan tetapi pekerja sosial juga tetap mempertimbangkan
kepentingan sosial yang lebih luas agar keputusan yang diambil tetap
sejalan dengan nilai, prinsip, dan tanggung jawab sosial dalam

masyarakat.
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Importance of Human Relationships (Pentingnya Hubungan Antar

Manusia)

Nilai importance of human relationships menegaskan bahwa
hubungan antar manusia memiliki peran penting dalam menciptakan
perubahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan individu maupun
masyarakat. Pekerja sosial memahami bahwa relasi sosial yang baik
dapat menjadi sarana utama dalam proses pertolongan, pemulihan, dan
pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, pekerja sosial membangun
hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan, kerja sama,
dan penghargaan terhadap klien.

Hubungan sosial juga menjadi bagian penting dalam menjaga
keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan
komunitas. Dalam praktiknya, pekerja sosial melibatkan klien sebagai
mitra dalam proses penyelesaian masalah sehingga tercipta partisipasi
aktif dalam setiap proses intervensi sosial. Penguatan hubungan sosial
tersebut diharapkan mampu menciptakan dukungan sosial yang
berkelanjutan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara
menyeluruh.

Integrity (Integritas)

Nilai integrity menekankan bahwa pekerja sosial harus
senantiasa menjaga integritas profesional dalam setiap praktik
pelayanan sosial. Pekerja sosial dituntut untuk selalu berpegang pada

misi profesi, nilai, prinsip etika, dan standar etis pekerjaan sosial dalam
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menjalankan tugasnya. Integritas menjadi dasar penting dalam
membangun kepercayaan antara pekerja sosial, klien, lembaga, maupun
masyarakat.

Pekerja sosial harus bertindak secara jujur, bertanggung jawab,
dan konsisten terhadap nilai-nilai profesi yang dianut. Selain itu, pekerja
sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong terciptanya
praktik-praktik organisasi yang etis dalam lembaga atau lingkungan
tempat mereka bekerja. Sikap profesional tersebut menunjukkan bahwa
pekerjaan sosial tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga
komitmen moral dalam menjaga kualitas pelayanan sosial agar tetap
sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Integritas juga berkaitan dengan kemampuan pekerja sosial
dalam menjaga profesionalitas ketika menghadapi dilema etis di
lapangan. Dalam situasi tertentu, pekerja sosial sering dihadapkan pada
konflik kepentingan, tekanan institusi, maupun persoalan sosial yang
kompleks. Oleh karena itu, nilai integritas menjadi pedoman agar
pekerja sosial tetap menjalankan praktik yang transparan, bertanggung
jawab, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi klien serta
masyarakat.

Competence (Kompetensi)

Nilai competence menegaskan bahwa pekerja sosial harus

menjalankan praktik profesional sesuai dengan bidang kompetensi yang

dimiliki serta terus mengembangkan kemampuan profesionalnya.
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Pekerja sosial dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan
pemahaman yang memadai agar mampu memberikan pelayanan sosial
secara efektif dan bertanggung jawab.

Pekerja sosial perlu terus meningkatkan kapasitas diri melalui
pendidikan, pelatihan, penelitian, maupun pengalaman praktik agar
mampu menjawab perkembangan persoalan sosial yang semakin
kompleks. Pengembangan kompetensi juga menjadi bagian penting
dalam menjaga kualitas pelayanan kepada klien dan masyarakat.
Dengan pengetahuan dan keterampilan yang terus berkembang, pekerja
sosial dapat melakukan intervensi sosial secara lebih tepat, profesional,
dan sesuai dengan kebutuhan klien.

Selain mengembangkan kemampuan pribadi, pekerja sosial juga
diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan
ilmu pekerjaan sosial. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui
penelitian, pengembangan praktik, maupun penyebaran pengetahuan
yang mendukung kemajuan profesi. Kompetensi tidak hanya dipahami
sebagai kemampuan individu dalam bekerja, tetapi juga sebagai
komitmen profesional untuk terus belajar, berkembang, dan

memperkuat kualitas praktik pekerjaan sosial secara berkelanjutan.?

24 Frederic G. Reamer, Social Work Values and Ethics, ed. ke-2 (New York: Columbia
University Press, 1999),26-27
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4. The Process of Ethical Decision Making (Proses Pengambilan
Keputusan Yang Etis)
Dalam pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial tidak jarang

menemukan keadaan yang membuatnya harus memilih di antara beberapa
pilihan yang memiliki pertimbangan masing-masing. Tidak semua
persoalan yang dihadapi dapat langsung ditentukan penyelesaiannya, karena
setiap situasi memiliki kondisi, kebutuhan, dan nilai yang berbeda. Oleh
karena itu, pekerja sosial membutuhkan cara berpikir yang terarah agar
keputusan yang dibuat tidak hanya berdasarkan perasaan atau pendapat
pribadi, tetapi melalui pertimbangan yang matang terhadap nilai profesi,
kondisi klien, dan dampak dari tindakan tersebut. Pandangan Frederic G.
Reamer tentang proses pengambilan keputusan etis menjelaskan bahwa
pekerja sosial perlu melalui beberapa langkah pertimbangan dalam
menghadapi dilema etis sehingga keputusan yang diambil dapat lebih

bertanggung jawab dan tetap sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial.

a. Identifikasi Isu Etik dan Konflik Nilai dalam Pekerjaan Sosial
Menurut Frederic G. Reamer, identifikasi isu etik menjadi tahap
awal yang penting dalam proses pengambilan keputusan etis. Pada tahap
ini pekerja sosial perlu mengenali nilai, kewajiban, dan tanggung jawab
profesional yang mengalami pertentangan. Dilema etis biasanya muncul
ketika pekerja sosial dihadapkan pada dua kewajiban yang sama-sama
memiliki nilai penting sehingga keputusan yang diambil dapat

memunculkan konsekuensi tertentu. Proses ini tidak hanya berfokus
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pada menentukan benar atau salah, tetapi juga melihat bagaimana suatu
keputusan dapat tetap selaras dengan nilai dasar pekerjaan sosial.
Dalam praktik pekerjaan sosial terdapat beberapa nilai yang
sering mengalami benturan, seperti hak klien untuk menentukan pilihan
hidupnya sendiri (self-determination), kerahasiaan (confidentiality),
perlindungan terhadap individu dari bahaya, tanggung jawab sosial,
serta kewajiban untuk menjaga integritas profesi. Identifikasi terhadap
konflik nilai membantu pekerja sosial memahami persoalan secara lebih
mendalam sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan
pada pertimbangan pribadi, tetapi juga berdasarkan nilai dan prinsip

profesi.

Identifikasi Individu, Kelompok, dan Organisasi yang Terdampak

Reamer menjelaskan bahwa pengambilan keputusan etis juga
perlu memperhatikan individu, kelompok, maupun organisasi yang
mungkin menerima dampak dari suatu keputusan. Setiap keputusan
yang dibuat oleh pekerja sosial tidak hanya memengaruhi satu pihak
saja, melainkan dapat memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap
lingkungan sosial di sekitarnya.

Identifikasi terhadap pihak-pihak yang terdampak dilakukan
untuk memahami kemungkinan manfaat maupun risiko yang muncul
dari suatu tindakan. Pekerja sosial perlu melihat bagaimana keputusan
yang diambil dapat memengaruhi kondisi psikologis, sosial, ekonomi,

hubungan interpersonal, maupun keberlangsungan layanan sosial.
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Langkah ini membantu pekerja sosial memiliki pandangan yang lebih

menyeluruh sebelum menentukan tindakan yang akan dipilih.

Identifikasi Alternatif Tindakan, Risiko, dan Manfaat

Reamer  menjelaskan  bahwa pekerja  sosial  perlu
mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan sebelum mengambil
keputusan etis. Setiap alternatif perlu dianalisis secara cermat agar
pekerja sosial dapat memahami kemungkinan hasil yang muncul dari
setiap pilihan yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk menghindari
keputusan yang dilakukan secara terburu-buru atau hanya didasarkan
pada satu sudut pandang.

Pada tahap ini pekerja sosial perlu menilai manfaat dan risiko
dari setiap pilihan tindakan. Manfaat berkaitan dengan dampak positif
yang dapat diperoleh, sedangkan risiko berkaitan dengan kemungkinan
munculnya dampak negatif baik terhadap klien, lingkungan sosial,
maupun profesi pekerjaan sosial itu sendiri. Proses mempertimbangkan
berbagai alternatif tindakan menjadi bagian penting agar keputusan
yang diambil lebih rasional, profesional, dan sesuai dengan prinsip-

prinsip etika pekerjaan sosial.

. Pemeriksaan Alasan yang Mendukung dan Menentang Setiap Tindakan

Menurut Reamer, pengambilan keputusan etis diawali dengan
menelaah berbagai alternatif tindakan beserta alasan yang mendukung
maupun menentangnya. Setiap pilihan perlu dipertimbangkan

berdasarkan manfaat, risiko, dan dampaknya terhadap klien, profesi,
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lembaga, maupun masyarakat. Dalam proses tersebut, pekerja sosial
menjadikan kode etik profesi sebagai pedoman utama, termasuk prinsip
kesejahteraan Klien, self-determination, confidentiality, integritas
profesional, serta tanggung jawab sosial. Di samping itu, pekerja sosial
juga perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar
keputusan yang diambil tetap sesuai dengan tanggung jawab
profesional.

Reamer juga menjelaskan bahwa pengambilan keputusan etis
dapat dipahami melalui perspektif deontologi dan teleologi. Perspektif
deontologi menekankan pentingnya menjalankan kewajiban moral dan
kode etik profesi, sedangkan teleologi berfokus pada konsekuensi
tindakan dengan mempertimbangkan manfaat dan dampak yang
ditimbulkan. Selain kedua perspektif tersebut, pekerja sosial juga perlu
mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kondisi sosial budaya, serta
kepentingan terbaik klien agar keputusan yang diambil bersifat etis dan
bertanggung jawab.

Konsultasi dengan Rekan Kerja dan Ahli yang Sesuai

Konsultasi dengan rekan kerja dan pihak yang memiliki keahlian
menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan etis.
Menurut Frederic G. Reamer, pekerja sosial tidak dianjurkan
mengambil keputusan etis secara sendiri tanpa mempertimbangkan
pandangan dari pihak lain yang memiliki pengalaman atau pemahaman

terhadap persoalan yang dihadapi. Konsultasi dilakukan untuk
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memperoleh pandangan yang lebih luas serta membantu pekerja sosial
memahami aspek-aspek yang mungkin belum dipertimbangkan
sebelumnya.

Proses konsultasi dapat dilakukan dengan rekan kerja yang
menangani kasus serupa, supervisor, pimpinan lembaga, ahli hukum,
maupun pihak yang memiliki pengetahuan mengenai etika profesi.
Konsultasi dapat dilakukan secara formal maupun informal tergantung
pada kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Melalui proses tersebut
pekerja sosial dapat memperoleh masukan mengenai kemungkinan
tindakan, risiko yang mungkin muncul, serta konsekuensi dari setiap
keputusan yang akan diambil.

Konsultasi juga memiliki fungsi sebagai bentuk kehati-hatian
profesional. Pertimbangan dari berbagai pihak membantu pekerja sosial
menghindari keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Selain
membantu memperjelas persoalan etis, proses konsultasi dapat menjadi
bukti bahwa pekerja sosial telah melakukan langkah profesional secara
hati-hati dan bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan yang
kompleks.

Pengambilan Keputusan dan Dokumentasi Proses Keputusan

Setelah berbagai aspek dipertimbangkan secara menyeluruh,
langkah  berikutnya  yaitu =~ mengambil keputusan  dan
mendokumentasikan proses pengambilan keputusan tersebut. Reamer

menjelaskan bahwa keputusan diambil setelah pekerja sosial
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mengidentifikasi konflik nilai, pihak yang terdampak, alternatif
tindakan, manfaat dan risiko, serta hasil konsultasi yang telah dilakukan.

Proses dokumentasi menjadi bagian penting karena keputusan
etis merupakan bagian dari praktik profesional pekerjaan sosial.
Dokumentasi dilakukan untuk mencatat pertimbangan yang digunakan,
langkah yang telah dilakukan, alasan pengambilan keputusan, serta
tindakan yang dipilih. Dokumentasi yang baik membantu menjaga
kesinambungan pelayanan apabila terdapat pekerja sosial lain yang
terlibat dalam kasus yang sama.

Dokumentasi juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab
profesional dan perlindungan bagi pekerja sosial apabila suatu saat
muncul pengaduan, tuntutan, atau persoalan hukum terkait keputusan
yang diambil. Informasi yang dicatat perlu relevan dengan pelayanan
yang diberikan serta tetap memperhatikan kerahasiaan dan privasi Klien.
Pemantauan, Evaluasi, dan Dokumentasi Keputusan

Pengambilan keputusan etis tidak berhenti setelah keputusan
ditetapkan. Keputusan yang telah diambil perlu dipantau dan dievaluasi
untuk melihat dampak yang muncul selama proses pelayanan
berlangsung. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah
keputusan yang dipilih memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan
pelayanan serta apakah terdapat dampak yang tidak diharapkan.

Evaluasi membantu pekerja sosial menilai efektivitas keputusan

yang telah dilakukan serta melihat kemungkinan perlunya perubahan
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atau penyesuaian tindakan. Proses ini juga menjadi bentuk akuntabilitas
pekerja sosial terhadap Kklien, lembaga, dan pihak lain yang berkaitan

dengan pelayanan.

Hasil pemantauan dan evaluasi juga perlu didokumentasikan
secara sistematis agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam proses pelayanan berikutnya. Dokumentasi tersebut membantu
pekerja sosial memahami perkembangan kasus dan menjadi sumber

informasi dalam proses praktik profesional selanjutnya.?®

F. Metode Peneltian
1. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis terhadap kebijakan dan
praktik pekerjaan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Edi Suharto.
Paradigma ini memandang bahwa kebijakan publik tidak hanya dipahami
sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai proses sosial yang dipengaruhi
olen  pelaksana kebijakan, kondisi masyarakat, dan konteks
implementasinya. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk
memahami bagaimana kebijakan dijalankan serta berbagai persoalan yang
muncul dalam praktik pekerjaan sosial.?®

Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan
jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kritis. Pendekatan

kualitatif dipilih karena dinilai mampu memahami dan menggambarkan

% Frederic G. Reamer, Social Work Values and Ethics, ed. ke-2 (New York: Columbia
University Press, 1999),76-92

% Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2006).
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realitas sosial yang kompleks, khususnya yang beFrkaitan dengan nilai dan
etika dalam praktik pekerjaan sosial.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami
fenomena pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama,
menggunakan teknik triangulasi, serta menghasilkan data deskriptif yang
dianalisis secara induktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kritis untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara kritis bagaimana
kebijakan, struktur sosial, dan dinamika kelembagaan memengaruhi
penerapan nilai dan etika pekerjaan sosial.?” Sejalan dengan hal tersebut,
Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami
makna suatu fenomena dalam konteks alamiahnya. Melalui pendekatan ini,
penelitian mengkaji secara mendalam implementasi nilai dan etika profesi
pekerja sosial dalam praktik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2019.%8

Pendekatan analisis kritis kebijakan dan metode kualitatif deskriptif
kritis dalam penelitian ini saling melengkapi. Analisis kritis kebijakan
digunakan sebagai kerangka untuk menelaah substansi dan struktur
kebijakan, sedangkan pendekatan kualitatif deskriptif kritis digunakan
untuk memahami pengalaman, pandangan, dan realitas yang dialami pekerja
sosial di lapangan. Dengan perpaduan kedua pendekatan tersebut, penelitian

tidak hanya membaca kebijakan sebagai teks normatif, tetapi juga melihat

27 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2015), 9.

28 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2017), 6.
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bagaimana kebijakan dimaknai dan diterapkan dalam praktik sosial sehari-

hari.

. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data,
yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan dua jenis data ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai
realitas pelaksanaan kebijakan dan persoalan etika dalam praktik pekerjaan

sosial di lapangan.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive
sampling dalam menentukan subjek penelitian atau data primer, dengan
pertimbangan bahwa informan yang dipilih merupakan pihak yang
benar-benar terlibat langsung dan memahami dinamika pendampingan
anak di sekolah rakyat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah
pekerja sosial yang berperan sebagai wali asuh anak di sekolah rakyat,
yang berasal dari sekolah rakyat yang telah ditetapkan oleh peneliti,
yakni Sekolah Rakyat Dasar di SKB Kecamatan Gunungsari,
Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan informan tidak dilakukan secara
acak, melainkan didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu wali asuh yang
memiliki pengalaman dalam pendampingan anak serta telah mengikuti
pelatinan sekolah rakyat skala nasional, sehingga diharapkan mampu
memberikan gambaran yang lebih mendalam, reflektif, dan sesuai

dengan realitas praktik pekerjaan sosial di sekolah rakyat.
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b. Data Sekunder

Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi,
seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan
Sosial, Permensos Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekolah Rakyat, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, hasil
penelitian sebelumnya, dan laporan-laporan kelembagaan yang
berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial di Indonesia terkhususnya di
sekolah rakyat. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis secara
teoritis dan memberikan landasan akademik yang kuat terhadap hasil

temuan lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada setiap penelitian, pengumpulan data menjadi langkah yang
sangat krusial untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat
dipercaya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tujuan
untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi terkait
implementasi kebijakan sosial serta dilema etika yang dihadapi oleh pekerja
sosial. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi
tersebut, peneliti akan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data
yang dapat memberikan perspektif yang beragam dari berbagai sumber.
Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat

diandalkan dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
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a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik prolonged
observation, yaitu pengamatan secara intensif dan berkelanjutan di
lokasi penelitian untuk memahami dinamika praktik pekerjaan sosial di
Sekolah Rakyat. Peneliti mengamati secara langsung interaksi antara
wali asuh dan anak, pola komunikasi, proses pendampingan, serta
berbagai strategi pengasuhan yang diterapkan dalam memenuhi
kebutuhan dan menangani berbagai permasalahan anak. Melalui
observasi yang dilakukan secara berulang, peneliti memperoleh data
empiris yang melengkapi hasil wawancara sehingga memberikan
pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik pendampingan dan
dilema etis yang dihadapi wali asuh dalam menjalankan tugasnya.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan
para pekerja sosial yang berperan sebagai wali asuh di Sekolah Rakyat
untuk menggali pengalaman, pemahaman terhadap kebijakan, serta
dinamika etika yang muncul dalam praktik pendampingan anak.
Wawancara mendalam dipilih karena memberikan ruang bagi informan
untuk menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara terbuka,
sehingga menghasilkan data yang kaya dan kontekstual. Selama proses
wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan
tugas, penerapan aturan lembaga, serta berbagai pertimbangan etis

dalam pengambilan keputusan, sekaligus menangkap informasi yang
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interaksi berlangsung guna

memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai praktik pekerjaan

sosial di Sekolah Rakyat.

Tabel 1.1

Daftar Nama Informan Penelitian

Nama Umur | Pendidikan Profesi Jabatan
Terakhir | Sebelumnya
H 41 S1 PKH Wali Asuh
W 38 S1 PKH Wali Asuh
N 34 S2 PKH Wali Asuh
W 35 S1 PKH Wali Asuh
AN 34 S2 PKH Wali Asuh
S 49 S1 PKH Wali Asuh
R 44 S1 RESOS Wali Asuh
N 37 S1 PKH Wali Asuh
C 35 S1 PKH Wali Asuh
Dokumentasi

Teknik ketiga yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan

mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi maupun non-

resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dikaji

antara lain berupa teks Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang
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Pekerjaan Sosial, pedoman pelaksanaan program dari instansi sosial,
laporan kegiatan pekerja sosial, serta kajian-kajian akademik atau
penelitian sebelumnya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data
sekunder yang memperkuat dan melengkapi data primer yang telah
dikumpulkan.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai sejak sebelum terjun ke lapangan,
berlangsung saat pengumpulan data, dan berlanjut setelah kegiatan lapangan
selesai. Menurut Nasution, analisis dimulai dari tahap perumusan masalah
dan terus berlanjut hingga proses penulisan hasil. Model analisis yang

digunakan adalah Miles dan Huberman, dengan tahapan sebagai berikut:?°

a. Reduksi Data
Proses ini mencakup penyaringan dan penyederhanaan data
mentah yang telah dikumpulkan. Tujuannya agar data yang diperoleh
lebih fokus dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Reduksi
data dilakukan secara terus menerus untuk merangkum, memilih yang
penting, dan mencari pola atau tema yang muncul.
b. Penyajian Data (Data Display)
Data yang telah disaring kemudian disajikan dalam bentuk

naratif, tabel, bagan, atau diagram agar lebih mudah dipahami. Dengan

29 1bid. 246
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penyajian data yang sistematis, peneliti dapat memahami kondisi yang
terjadi dan merancang langkah analisis berikutnya.
c. Pencarian Tema dan Kategori (Theme and Category Identification)
Langkah berikutnya adalah pencarian tema dan kategori, di
mana peneliti mengelompokkan data berdasarkan kode-kode yang telah
dibuat sebelumnya. Proses ini berfokus pada pengidentifikasian tema-
tema yang dapat menjelaskan permasalahan yang ditemukan dalam
penelitian, seperti perbedaan antara kebijakan yang dirancang oleh
pemerintah dan realitas di lapangan, serta tantangan etika yang dihadapi
pekerja sosial. Tema-tema ini akan digunakan untuk mengidentifikasi
Isu-isu utama yang muncul dalam konteks implementasi Undang-
Undang No. 14 Tahun 2019 dan bagaimana kebijakan tersebut dihadapi
oleh pekerja sosial di lapangan.
d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Langkah terakhir adalah menyimpulkan temuan dari data yang
telah dianalisis. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan diperkuat
atau disesuaikan kembali setelah ada data pendukung lebih lanjut. Hasil
akhirnya dapat berupa deskripsi fenomena, hubungan sebab akibat, atau

bahkan teori baru.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data menjadi aspek penting
untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan

kenyataan di lapangan. Data dinyatakan valid jika informasi yang



46

disampaikan peneliti sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Peneliti

melakukan uji keabsahan data melalui beberapa teknik berikut:

a. Uji Kredibilitas

Untuk memastikan kepercayaan terhadap data yang diperoleh,

peneliti melakukan beberapa langkah, antara lain:

1) Perpanjangan Observasi

Peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk memperdalam
pemahaman dan mengecek ulang data yang telah dikumpulkan. Jika
data tetap konsisten saat dicek kembali, maka dianggap valid dan

proses observasi lanjutan bisa dihentikan.

2) Peningkatan Ketekunan
Peneliti melakukan pengamatan secara teliti dan berulang
untuk memastikan data yang diperoleh benar dan terstruktur,

sehingga mampu menghindari kesalahan interpretasi.

3) Triangulasi
Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data dari
berbagai sumber atau metode untuk menguji konsistensi informasi.
Dalam penelitian ini, triangulasi mencakup:
a) Triangulasi Teknik: menggunakan lebih dari satu metode

pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan
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dokumentasi, untuk memastikan informasi yang diperoleh
akurat.

b) Triangulasi Waktu: melakukan pengumpulan data pada waktu
yang berbeda untuk melihat apakah data tetap konsisten. Jika
terdapat perbedaan, maka peneliti melakukan Kklarifikasi ulang.

b. Keikutsertaan Peneliti secara Aktif
Peneliti secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data
untuk memahami situasi secara mendalam. Keikutsertaan ini juga
berlangsung dalam jangka waktu yang cukup agar peneliti bisa
menyerap dinamika yang terjadi di lapangan secara komprehensif.
c. Kecukupan Referensi
Validitas data juga diperkuat dengan membandingkan hasil
pengamatan dan wawancara dengan teori-teori atau literatur yang
relevan. Referensi yang lengkap menjadi tolak ukur untuk menilai
kesesuaian antara temuan lapangan dengan kerangka teori yang
digunakan. Semakin banyak referensi yang digunakan, semakin kuat
pula posisi hasil temuan penelitian dalam konteks keilmuan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB | Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang
penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan,
khususnya terkait dilema etis dalam praktik pendampingan anak di Sekolah
Rakyat Dasar 4 Lombok Barat. Pada bab ini juga dipaparkan rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang

digunakan sebagai pembanding penelitian, serta metode penelitian yang



48

meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data,

teknik analisis data, dan proses validasi data penelitian.

BAB Il berisi gambaran umum objek penelitian, yaitu Sekolah
Rakyat Dasar 4 Lombok Barat. Bab ini menjelaskan profil lembaga, kondisi
lingkungan sekolah, sistem pembinaan yang diterapkan, serta tantangan
yang dihadapi dalam proses pendampingan anak. Selain itu, dipaparkan juga
kondisi sosial dan karakteristik anak yang berada di Sekolah Rakyat Dasar
4 Lombok Barat sebagai bagian penting untuk memahami situasi pelayanan

sosial yang terjadi di lembaga tersebut.

BAB 111 berisi temuan penelitian mengenai bentuk-bentuk dilema
etis yang dihadapi dalam praktik pendampingan anak serta strategi yang
dilakukan untuk menavigasi dilema tersebut. Pada bagian ini dijelaskan
berbagai persoalan yang muncul dalam praktik pelayanan sosial, mulai dari
keterbatasan sumber daya, benturan nilai, pendekatan pembinaan, hingga
tantangan keberlanjutan pembinaan anak. Selain itu, bab ini juga membahas
berbagai strategi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, seperti
penguatan komunikasi, kerja sama dengan lembaga eksternal,
pengembangan kapasitas diri, dan keterlibatan keluarga dalam proses
pembinaan anak.

BAB IV berisi analisis mengenai dilema etis dan strategi
pendampingan dalam perspektif teori etika Frederik G. Reamer. Bab ini

membahas bagaimana dilema etis yang ditemukan di lapangan dapat
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dipahami melalui konsep-konsep etika pekerjaan sosial menurut Reamer,
termasuk bagaimana proses pengambilan keputusan, konflik nilai, dan
tanggung jawab profesional muncul dalam praktik pelayanan sosial. Selain
itu, strategi yang dilakukan dalam menghadapi dilema etis juga dianalisis
berdasarkan perspektif etika pekerjaan sosial untuk melihat relevansinya
dengan prinsip-prinsip profesional.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Kesimpulan memuat ringkasan hasil penelitian mengenai bentuk dilema etis
dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi dilema tersebut. Sementara
itu, saran ditujukan untuk penelitian selanjutnya, praktik pekerjaan sosial,
dan penguatan kebijakan sosial agar pelayanan sosial dapat berjalan lebih

efektif dan berkelanjutan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wali asuh di
Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat menghadapi berbagai tuntutan yang
menimbulkan dilema etis dalam praktik pendampingan anak. Dilema
tersebut tidak hanya muncul dari interaksi langsung dengan anak di
lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan, aturan lembaga, serta
keterbatasan sistem pelayanan yang ada. Minimnya jumlah wali asuh
menyebabkan pelayanan kepada anak belum dapat berjalan secara
maksimal karena beban pendampingan yang cukup besar. Selain itu,
kurangnya dukungan layanan eksternal seperti tidak tersedianya psikolog
dan tenaga medis juga menempatkan wali asuh pada situasi sulit, terutama
ketika menghadapi anak yang mengalami gangguan kesehatan maupun
kondisi mental yang serius. Wali asuh juga menghadapi benturan antara
nilai profesional dengan nilai pribadi dalam mengambil keputusan terhadap
anak. Di sisi lain, muncul pula dilema antara penerapan pendekatan disiplin
dan pendekatan humanis dalam proses pembinaan, karena keduanya sama-
sama dianggap penting tetapi sering kali sulit diseimbangkan dalam praktik.
Minimnya dukungan pemerintah terhadap penguatan kapasitas dan layanan
pendukung semakin memperberat tugas wali asuh. Tidak hanya itu,
pembinaan berkelanjutan ketika anak kembali ke lingkungan keluarga juga
menjadi tantangan tersendiri karena wali asuh memiliki keterbatasan dalam

memantau perkembangan anak setelah keluar dari sekolah. Seluruh kondisi
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tersebut menunjukkan bahwa dilema etis yang dialami wali asuh merupakan
persoalan yang kompleks dan saling berkaitan antara keterbatasan individu,
lembaga, dan sistem pelayanan sosial yang lebih luas.

Pembelajaran yang dapat dilihat dari penelitian ini juga
menunjukkan bahwa pekerja sosial tidak hanya dituntut untuk menghadapi
dilema etis, tetapi juga harus mampu mencari cara untuk menavigasi
berbagai tekanan yang muncul dalam praktik pendampingan anak.
Kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh kompetensi pekerja sosial,
terutama pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi terhadap
situasi yang terus berubah. Strategi yang dilakukan wali asuh
memperlihatkan adanya upaya aktif untuk menjaga kualitas pelayanan
meskipun berada dalam keterbatasan. Salah satu strategi yang dilakukan
adalah belajar secara mandiri untuk menutupi kekurangan pengalaman dan
meningkatkan kemampuan dalam menangani persoalan anak. Upaya ini
menunjukkan bahwa wali asuh tidak hanya bergantung pada pelatihan
formal, tetapi juga berusaha mengembangkan kapasitas dirinya secara
pribadi agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik. Selain itu, kerja
sama dengan lembaga eksternal juga menjadi langkah penting karena
membantu memenuhi kebutuhan pelayanan yang tidak mampu ditangani
sendiri oleh sekolah, seperti pendampingan psikologis, kesehatan, maupun
layanan sosial lainnya. Peran keluarga juga menjadi bagian yang sangat
penting dalam proses pembinaan anak karena keberhasilan pembinaan di

sekolah dapat dipengaruhi kembali oleh lingkungan keluarga ketika anak
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pulang ke rumah saat liburan atau setelah menyelesaikan pendidikan. Hal
ini membuat wali asuh perlu membangun komunikasi dan keterlibatan
keluarga agar proses perubahan perilaku anak dapat berjalan lebih
konsisten. Di sisi lain, penguatan komunikasi antarwali asuh menjadi
strategi yang membantu menciptakan keselarasan dalam pola pembinaan
anak sehingga setiap wali asuh dapat saling mendukung, berbagi
pengalaman, dan mengurangi beban emosional dalam menghadapi dilema
etis yang muncul selama praktik pendampingan.

B. Saran

1. Untuk Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan
pada ruang lingkup dan informan yang terbatas sehingga belum mampu
menggambarkan secara menyeluruh dinamika dilema etis dalam praktik
pelayanan sosial. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas
lokasi penelitian, melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan
pelayanan sosial, serta mengembangkan kajian yang lebih mendalam
mengenai strategi penyelesaian dilema etis dalam praktik pekerjaan
sosial di berbagai lembaga pelayanan.
2. Untuk Praktik Pekerjaan Sosial
Praktik pekerjaan sosial diharapkan terus memperkuat kompetensi
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan reflektif dalam
menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Penguatan kerja sama
antarprofesi, komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja, serta

kolaborasi dengan lembaga eksternal perlu ditingkatkan agar pelayanan
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sosial dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, pendekatan yang
melibatkan keluarga dan lingkungan sosial juga penting untuk
mendukung keberlanjutan proses pembinaan dan pendampingan.
. Untuk Kebijakan Sosial

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pemangku
kebijakan perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap para
praktisi yang menjalankan berbagai program kesejahteraan sosial,
terutama pekerja sosial sebagai pelaksana layanan di lapangan.
Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang
dirumuskan, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya manusia yang
memadai serta sistem pendukung yang kuat. Pemerintah perlu
memperkuat kapasitas pekerja sosial melalui penambahan tenaga
profesional, penyediaan layanan pendukung sesuai kebutuhan, serta
pengembangan standar pelayanan dan mekanisme koordinasi yang lebih
efektif. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas
layanan sekaligus meminimalkan munculnya dilema etis dalam praktik

pekerjaan sosial di berbagai program kesejahteraan sosial.
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